LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001 '
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEY.AYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya
Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan
Betribusi Daerah., sebagaimana
diubah dengan undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 maka
Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Rembang
tentang‘Radio Siaran Pemerin-
tah Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11
Rembang tentang Penyewaan
Kendaraan Dinas Bermotor dan
Mesin Gilas/ Tumbuk. Peratu-
ran Daerah Kabupaten Daerah
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Tingkat II Rembang tentang
Sewa Rumah Dinas Pemerintah
NDaerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11

Rembang tentang Penggunaan
dan Penvewaan Tanah yang
dimiliki / dikuasai Daerah
sudah tidak sesuai lagi

dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

x ]
raatas L
vntuk  menetlapkan
Davrah Nabupaten
tentang Retribusi

P T PR |
Kekavaan Daerah.

Undang-undang Nomor [3 Tahun
1950 tentang Pembentukan
NDacran-daerah Kabupzten dalam
Lingkungan Propins! Jawa

Undang-undang Nomor 3  fazhun
1981 tentang Hukum
Pidana ( Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun
Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209 };

Undang-undang Nemor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah { Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
i,embaran Negara Nomor 3685)
sabagaimana diubah dengan
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Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Inonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tamba-
han Lembran Negara Nomor
4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun
199¢-tentang Pemerintahan
Daerakh ( Lembaran Negars
Repubiik Indoncsia Tahun 1992
Nomor 60, Tambzhan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

Peraturan Pemerintah Republik
indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (
I.embaran Negara Republik
Indonesia 1ahun 2001 Nomor
119, Tambahan !embaran negara
Nomor 412329} ;

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penvusunan
Peraturan Perundang-undangan
G¢zn bentuk HRancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan
Femerintah, aan Rancangan
Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 171 Tahun 19¢7
tentang Prosedur Pengesahan
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Peraturan Daerah tentang

Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara

Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nowmor 175 Tahun 1997
tentzr; Tatacara Pemeriksaan
ii Bidang Retribusi Daerah;

RKeputusan Menteri Daiam
Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 48 Tahun 2000 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten/Kota;

Pcraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
¢i Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daereh Tingkat I1I
Kembang ( Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Rembang Tahun 1989 Nomor 8§ )

Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 5 Tahun 2001

tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kabupaten

Rembang (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2001
Nomor 5).
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -KABUPATEN REMBANG
MEMUTUSI KAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten
Rembang;

b. Bupati adalah Bupati Rembang;
c. Pejabat adalah Pegawail yang

diberi tugas tertentu - .di
bidang Perpajakan dan Retri-
busi Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku;

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah adalah Retribusi yang
dikenakan terhadap A pemakaian
kekayaan -milik Daerah;’

e. Timbangan Ternak adalah
timbangan ternak milik
Pemerintah Daerah yang khusus
dipergunakan untuk penimban-
gan ternak;



Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan

miiik/ vang dikuasai Pemerintah Paerah yang
dipergunak w\’ disewakan untuk umum;
szlart Herat adalah kendaraan dan

Xendaraan

adlat=alae berat milik/fyang dissasal Pemer in-

Rumeal: Dinas adalah rumab diaas milix/yan
dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Pemakatl ;atau Peayewa adalah perorangan, badan
usaha, oreanisasi, panitia atau klub/Xkelompok
vang mendapat 1zin;

Izint FPewakaian Kekavaan Milik Daerah adalah
izln tertuelis dari Bupati untuk menggunakan

setu tempat;
Wiajib FRetribusi adalah orang pribadi
badan vang menurut Peraturan Pe

undangsn Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembavaran Retrlbusx,

.I"

: Pendaftaran;: dan pendataan adalah serangkaian

kegiatan untuk mempéroleh data/informasi

..serta penatausahaan vyang dilakukan oleh

'_pctugas "Retribusi dengan cara penyampaian

Sural Pemberitahuan dan Surat Tagihan Retrib-
usi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi
secara 1engkap dan benar;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang
sclanjﬂtnya_disingkat SPTRD adalah surat yang
digunakan Wajib Retribusi untuk mela-
porkan perhitungan dan embayaran Retribusi
yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
Surat Ketetapdn Retribusi Daerah yang selan-
jutnva disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya Retribusi yang
terutang;

-Surat Ketetapan Retr1bu51 Daerah Jabatan yang

selanjutnya dlsebut SKRD Jabatan adalah surat
keputusan vang menentukan jumlah retribusi



terutang vyang Jumlahnya ditatapkan secara
sepihak oleh pejabat yang berwenang;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan
vang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adaiah
surat keputusan yvang menentukan tambahan atas
jumlah retribusiyang telah ditentukan;

g. Surat Permberitahuan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTRD &adalah surat
vang digunakan oleh Wajib Retribusi un:tuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran reti:ib-
usi yng terutang menurui peraturan retribusi

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selan-
jutnya disingkat STRD adalah surat untuk
maelakukan tegihan Retribusi dan atau senxksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

. MNomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang
selanjutnyva disebut NPWRD adalah Nomor ‘Wz )Qibd
Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas
bagi

setiap Wajib Retribusi.
A 1L
NAMA, OBYEK DAN SUBYEXK RETRIBUSI
Pasal 2
Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adal
Retribusi yang dipungut dipungut retribusi 5

a
pemakaian 1a31lltas kekayaan milik yang-dikuasa
oleh daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemakaian fasilitas

kekayvaan milik yang dikuasai daerah yang me! ‘pu-
ti &



a. pemakaian tanah;
i, poralatan milik Pemerintah Daerah;

cumeh dinas Pemerintah Daerah;
nadio Siaran Pemerintah Daerah;

INgan terinax
- = ] e e ® ~ M - 1
2 i T §4 A § DPemerintah Dacran
- . A ) 5 .
4 ba 1 &Ll milik Pemeintan
Dacag ! a
AsSai &
e U = - (o e - byomyii 4 =
SUbFe s AeTTAPDuSs adalan orang priaad acal a
s s Ve tioe Himvimra & Eeopiey R g -
nggunakan,/ meniAmat Keayaan aerah
= 1 -~
21 3.

BAB 111
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 35

jenis, volume,luas dan jangka wakiu pema
kekayvaan daerah.

’Ti!lg‘hilt engzunaan jasa di'dk.u; bG;d&SLi-L'?iii
S5
L=

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 6
¢+ ruktur dan besarnya tarip Retribusi pemakaian
barenz dan kekayaan milik yang dikuasai Pemerin-

ah Nacrah sebagaimana dimaksud Pasal 3, ditetap
kan sebagai berikut : -
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Tanah
pemasangan sarana reklame.............

Rp. 500,00/M%/bulan.

usaha komersial permanen..............

Rp. 500,00/M%/bulan.

usaha komersial tidak permanen........

Rp. 100,00/M%/hari.

Tiang tempat pemasangan reklame

untuk komersigi ........

Rp. 100,00/M“/hari.

unntuk lembaga pendidikan/sosial

Rp. 75,00/M/hari.
iklan pelayanan masyarakat............
Rp. _ =

Rumah Dinas
BUDAEL 5 5u wiw suw « o v 5o s Rp.100.000,00/bulan.
Wakil Bupati...... Rp. 75.000,00/bulan.

Ketua DPRD........ Rp.
Wakil/Anggota DPRD Rp.
Sekretaris Daerah. Rp.
Kepala Kantor PMD. Rp.
Dinas Pertanian... Rp.

50.000,00/bulan.
25.000,00/bulan.
50.000,00/bulan.
40.000,00/bulan.
25.000,00/bulan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Roperasicesesgswsws Rp.

25.000,00/bulan.

Ex. Pembantu Bupati Wilayah Pamotan.

Sulang dan Lasem.. Rp.

- Kepala DPUK....... Rp.
Direktur RSUD..... Rp.
Dokter Spesialis.. REp.
Dckter Umum....... Rp.

Paramedis/staf RSU/staf Puskzsmas

Ro. 10.000,00/bulan.

Kepala Puskesmas.. Rp.
Camatc . v a e e e s we Rp.
Kepala Sekolah.... Rp.
GUTMwe 0 n s 810 s m 3 2 Rp.

Penjaga Sekolah... Rp.

25:000,00/bulan.
40.000,00/bulan.
45.000,00/buian.
25.000,00/butltan.
20.000,00/bulan.

20.000,00/bulan.
25.000,00/bulan.
5.000,00/bulan.
5.000,00/bulan.
1.500,00/bulan.
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- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No.
Rp. 25.000,00/bulan.

- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. 5...
Rp. 20.000,00/bulan.

- Rumah Dinas Jalan Raden” Saleh No. 3a..
Rp. 10.000,00/bulan.

- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. Sb..
Rp. 10.000,00/bulan.

- Penjaga Kantor Bappeda................
Rp. 7.000,00/bulan.

- Penjaga Kantor Banwasda...............
Rp. 7.000,00/bulan.

Peralatan

- mesin gilas/Walls 6 s/d 10 ton........
Rp. 50.000,00/hari.

- mesin gilas/Walls dibawah 6 ton
Rp. 35.000,00/hari.

- mesin gilas tangan/Wacker.............
Rp.-17.500,00/hari.

- mesin tumbuk/Stamper..................
Rp. 10.000,00/hari.

- Compac Vibration Roller...............
Rp. 162.500,00/hari.

= Thirerol e /TR s Rp.138.500,C00/hari.

- mcsin pemecah batu.Rp. 96.000,00/hari.
Air Compresor/Jak Hemmer..............
Rp. 42.500,00/hari.

- Whee! Laoder....... Rp.193.000,00/hari.
- Aspa! Sprayer...... Rp. 82.000,00/hari.
- Concrete Mixer..... Rp. 56.000,00/hari.
- Dump Truck/Truck...Rp. 51.500,00/hari.
- Buldozer........... Rp.280.000,00/hari.

= Truck tangki air...Rp. 65.000,00/hari.

Gedung Pertemuan

- untuk punya kerja ber AC...... .. u.....
Rp.1.25C.000,00/satu kali kegiatan.
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- untuk punya kerja Non Ac.......... .. ..
Rp. 750.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk sosial/Pemerintah ber ACe .00
Rp. 500.000,00/satu kali Kegiatan.

- untuk sosiai/Pemerintah Non ACuis g v, . .
Rp. 350.000,00/satu kali Kegialan.

- untuk komersial ber AC......... .. . "

Rp.1.000.000,00/satu kalij kegiatan

f. Bangunan lain milik Pemerintah Daerah
- komersial....... Rp. 2.000,00/M“/bulan.
- non komersial. .. Rp. l.OO0,00/mz/buian.

RSPD &
- iklan spot s/d 60 detijk

Rp. 1.500,00/satu kalj Siaran.

- iklan spot s/d 120 detik............ ..
Rp. 3.000,00/satu k¢]; siaran.

- iklan dalam bentuk spenscr s/d 30 menit
....... Rp. 10.000,00/satu kali siaran.

.~ 1klan dalam bentuk spontan s/d 60 menit
....... Rp. 20.000,00/satu kali siaran.

,
>
s8]

T bPengumuman biasa..... . .. Rp. 1.000,00/
satu kali siaran.

- Pengumuman Komersial... .Rp. 2.000,00/
satu kali siaran.

- pilihan pendengar. . Rp. 200,00/lembar.

h. Sewa Timbangan ternak. .. Rp. 3500,00/ekor.

(3) bengecualian terhadap ketentuan tarip terse-
but ayat (2), akan ditentukan dengan Keputu-
san Bupadti;].

BARB Vv

WILAYAH PEMUNGUTAN
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Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah
Daecrah.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diter-
bitkan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

{7} Untuk mendapatkan data Waiib Retribusi perlu
diiaksanakan pendaftaran dan pendataan
terhadap Wajib Retribusi baik vang berdomi-
g1 di  dalam Wilayah Daerah maupun yang
berdomisiii di luar Wilayah Daerah tetapi
mem1lixi obyek Retribusi di Wilayah Daerah.

—~
to
R

Kegiatan pedaftaran dan pendataan diawali
dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan
berupa formulir pendaftaran dan pendataan
disampzikan  kepada Wajib Retribusi yang

bersangkutan.,



(3)
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Setelah formulir pendaftaran daq pendatasan
dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi
diisi dengan jelas, lengkap dan benar,
kemudian dikembalikan kepada petugas retri-
busi sebagai bahan pengisian Daftar Induk
Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergu-—
nakan sebagai NPWRD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

Pembayvaran retibusi dilakukan di Kas Daerah
atau t{tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan
dengan menggunakan SKRD, dan SKRD Tamba-
han.

Apabila pembayvaran Retribusi dilakuk
tempat lain yang ditunjuk, hasiti pener:
retribusi harus disetor ke Xas Daerah Pae
bat—-lambatnya 1 X 24 jam atau dalem waktuo
vang ditentukan oleh Bupati.

Apabila pembayaran retribus: dilakuke:
setelah lewat waktu yvang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikensa-
Lan sanksi administrasi berupa bunga sebesai
2 % ( Dua persen ) dengan menerbitkan STRD.
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Pasal 12
Pembqyaran retribusi harus dilakukan secara
tunai.

Pasal 13
(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaiména

(1)

—
3]

Lo

dimaksud Pasal 12, diberikan tanda bukt i
pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku peneri-
maan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayvar-
an dan tanda bukti penerimaan Retribusi
sebagaiman dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 14
SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
Sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam

buku jenis retribusi masing-masing.

SKRD, - «RD Jabatan, SKED Tambahan dan STRD

untuk Masing-masing Wajib Retr:busi dicatat
Sesuail NPWRD.

Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan
Sesual nomor berkas secara berurutan.
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BAB X
KADALUWARSA
Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi
maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah
3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat ter-
utangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
FPetribusi melakukan tindak pidana di  bidang
Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1), tertangguh apabi.z diter-
bitkan Surat Teguran atau ada pengakuan
utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung. ;

250
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih
izgl karena hak untuk  melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan
penghapusan piutang retribusi yang kadalu-

warsa sebagaimana dimaksud ayat (3).

Tata cara penghapusan retribusi yang kadalu-
warsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
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Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-
bannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan atau denda paling banyak 10 (sepuluh)
kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud avat
(1} adalah : '

a. menerima, mencari, mengumpu lkan dan
meneliti keterangan atau laporan berke-
naan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

o

menelitil, mencar: dan mengumpulkan keter-

angan mengenail orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilaku-
kan sehubungan dengan tindak pidana

Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atauv badan tentang kebenar-
an perbuatan yang dilakukan sehubungan
tindak pidana Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan,

dokumen—-dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.



e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta me lakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut
sesuai dengan ketentuan perundang-undan-
gan yang berlaku;

weminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. meyuruh berhenti/melarang Seseorang
meninggalkan ruangan at tempat pada
saat pemerit« . .angsung dan
memeriksa ° .::2s orang dan atau doku-

St

men veo ‘.awn sebagaimana pada huruf e:
n. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keteran-

cannya, diperiksa sebagai tersangka — atau

saksi:

;. menghentikan penyidikan;

%. melakukan tindakan iain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan « pidana di
bidang Retribusi Daerah menuorut - hukum

vang dapat dipertanggungjawabkan{

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1)

‘memberitahukan dimulainnya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam 'Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 18

Ketentuan-ketentuan lain yvang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksa-
naannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasa! 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inil, maka
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siararn
Pemerintah Daerah { Lembaran Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat II Rembang Tahun 1878 Nomor 7
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Rembang Nomor 8 Tahun 1873 tentang ?enyewa"‘
Xandaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gileas
( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11

Rembang Tahun 1979 Nomor 4 ),Peraturan Daerah
Xabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8
Tahun 1982 tentang Penggunaan dan Penyewaan
Tanah yang dikuasai Daerah {( Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang Tahun 1983
Nomor 2 ), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Rembang Nomor 6 Tahun 1984 tentang
Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun
1985 Nomor 2 )dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerih Ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang.

L4
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Disahkan di R e mb a n ¢

pada tanggal 30 Oktober 2001

B O B T 1 KR EMB A

__cHENDARSONDO

' Diundangkan di Rembang .
vada L1ng;:u1 6 Nopember 2001 -

SEXRETARTIS DAERAH KABUPATEN

~ EMB ANG

JHo NOERANTOQ,SH,MM

" PEMBINA UTAMA Madya -~ -+ ‘7 -=7%%
NIP 500 040 991 o coC

DAERAH KABUPATENfREMBANG-VTAHUN 2001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATE& REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun
2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan
Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah serta diperjelas
lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak
lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peratu-
ran Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus
disusun adaiah Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Bab III,
Pasal 3 ayat (2) huruf a Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah adalah jenis Retribusi Jasa
usaha.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup ielas

1 ta
lain pemakaian tanah dan bangunan cema-—
i gddung pectemuan, pemakaian

b,
tan milik B mizrintah Dacrah dan ZSPD.

FPasal 3

Cukup jelasg
rrif:.c E 4

Cukup jelas
Pasal =
Cukup jelas
E‘CLS&.: 6

Cukup jelias
Pasal 10
Ayvat (1)
Wajib Retribusi tidak semuanya berdomi-
sili di Kabupaten Rembang, untuk menda-

patkan. data Wajib - Retribus; perlu
diadakan pendaftaran dap pPendataan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Wajib Retrbusi tidak boleh membayar wutang
retribusinya dengan cara mengangsur.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15

(1

\

Saat Kadeluwarsa penagihan Retribusi
1

untuk memberi kepas-

1ar g sety ibusd Egne
buli {34 ih lagi

Avat (Z)

Ayat {2} s
i : T . . .
Dalam hal diterbitkan surat tegurarn

atau pengakuan utang rTetribusi dari
Wajib Retribusi maka waktu penagihan

dihitung sejak tangga!l penyampailan
surat teguran atau pengakean “Wajib

Retribusi.
Avat (3)

Cukup jelas

Avat (4}

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan
timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk
memenuhi kewajibannyva.
Pasal 17
Ayat (1)
Penv:J ik di bidang Retribusi Daerah
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Kabu-
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paten Rembang yang diangkat oleh Men-
teri Kehakiman sesual dengan Perundang-
undangan yvang berlaku.

Penyidikan di bidang retribusi dae

aerah
dilaksanakan menurut ketentuan yvang
alam Undang-undang Nomor 5

diatur d
L8

Tahun t1eg: tentang Hukum Acara Pidana.
{ o

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
18

Cukup jelas
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